
 
 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  41  TAHUN  2010 

TENTANG 

KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan 

negara yang dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Rakyat 

Semesta, yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan 

negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Presiden 

menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang menjadi 

acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Sistem 

Pertahanan Negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang 

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 yang 

disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2010-2014;  

 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;  

 

2. Undang-Undang … 

-       2       - 

 



 
 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN UMUM 

PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014. 

 

Pasal 1 

(1) Menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara dalam rangka 

pengelolaan Sistem Pertahanan Negara. 

(2) Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, 

dan pengawasan Sistem Pertahanan Negara. 

 

Pasal 2 

Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. 

 

Pasal ... 
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Pasal 3 

Kebijakan Umum Pertahanan Negara ini ditetapkan sebagai dasar bagi 

Menteri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan tentang 

penyelenggaraan pertahanan negara dan bagi pimpinan Kementerian/ 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menetapkan kebijakan 

sesuai dengan wewenang, tanggung jawab dan fungsi masing-masing 

terkait bidang pertahanan.  

 

 

Pasal 4 

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, semua peraturan 

perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari 

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum 

Pertahanan Negara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. 

 

 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden 

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

 

 

Pasal ... 
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Pasal 6 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  17 Juni 2010 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 
Deputi Sekretaris Kabinet 

Bidang Hukum, 

 
ttd 
 

Dr. M. Iman Santoso 

 

 


